News Title : Kebijakan Bappebti Susunan Direksi Perusahaan Kripto Harus
WNI

Media Name : duniafintech.com Journalist : Heronimus Ronito

Publish Date : 21 September 2022 Tonality : Positive

News Page : 1 News Value : 1,500,000

KEMENTERIAN Resources : Didid Noordiatmoko (PIt. | Ads Value : 500,000

PERDACANCAN Kepala Bappebt)

BAPPEBTI

Section/Rubrication : Berita Topic : kripto

Kebijakan Bappebti Susunan Direksi Perusahaan
Kripto Harus WNI

By Heronimus Ronito  Septernber 21,2022 ™0 @ 24

“<BAPPEBTI

//4h Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

JAKARTA, duniafintech.com — Pemerintah melalui kebijakan Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyatakan akan
menentukan porsi jajaran direksi perusahaan kripto. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi konsumen dari kasus permasalahan

pertukaran

Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menjelaskan pemberlakukan porsi jajaran direksi perusahaan kripto perlu dilakukan karena melihat
adanya kasus pertukaran kripto Zipmex. Dia mengungkapkan Zipmex memiliki perusahaan di Thailand, Singapura dan Indonesia. Saat itu,
perusahaan Zipmex di Thailand memiliki permasalahan sehingga berdampak terhadap Zipmex di Indonesia.

Oleh karena itu, Didid berencana mengeluarkan kebijakan agar sebanyak 2 per 3 susunan direksi perusahaan kripto Indonesia harus warga
negara Indonesia. Langkah tersebut perlu dilakukan apabila terjadi permasalahan, Bappebti dapat melakukan tindakan hukum seperti

melakukan cekal.

“Akibatnya masyarakat tidak bisa melakukan withdraw. Kami bergerak untuk memastikan Zipmex, temyata 3 direksi Zipmex warga negara
Singapura dan berkedudukan di Singapura,” kata Didid.

Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan kebijakan terkait robot trading, penjualan aset
kripto dan perdagangan berjangka. Mengingat banyaknya masyarakat yang melapor karena efek dari perdagangan berjangka tersebut.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menjelaskan apabila terjadi masalah dalam perdagangan pasar aset kripto di bursa berjangka,
Bappebti akan mengatur permodalan tadinya Rp50 miliar menjadi Rp100 miliar. Langkah tersebut dilakukan agar perusahaan memperhatikan
tingkat risiko.

Kemudian, Bappebti juga akan mengatur kategori kegiatan yang dilarang oleh regulator. Sebab Bappebti juga memiliki roadmap sebagai bursa
referensi harga. Sehingga bursa berjangka berperan untuk menentukan komoditi unggulan, pengaturan insentif, promosi, sosialisasi dan

edukasi.

Artinya, Bappebti akan menerbitkan peraturan pengembangan kontrak berjangka komaoditi baru dan menarik sampai dalam hal koordinasi

Kementerian dan Lembaga

Kemudian, untuk jangka menengah bursa referensi harga untuk memberikan kemudahan transaksi komoditi yang berorientasi pada ekspor.

"“Mendorong bursa bekerja sama dengan asosiasi dalam rangka penyerahan fisik,” kata Jerry.
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